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ABSTRAK

Dalam penelitian ini telah dilakukan pengamatan mengenai pelaksanaan
pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic pada tanah yang belum
bersetifikat yang bersumber penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum
bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dan untuk mengetahui serta
menganalisis peran Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitiannya adalah
deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Lokasi penelitiannya di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sedagngkan jenis datanya adalah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan interview atau
wawancara dan studi kepustakaan. Adapun analisis datanya dilakukan secara deskriptif
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dalam kegiatan
pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat
individual (perseorangan) maupun massal (kolektif) menyiapkan dokumen-dokumen
yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat untuk
mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar (disertifikatkan), dan menanggung
seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat secara aktif meneliti dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon,
melakukan pengukuran atas tanah yang dimohon untuk didaftar, melakukan penelitian
data yuridis dan penetapan batas-batas tanah, mengumumkan data fisik dan yuridis di
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan
setempat, mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis, dan kemudian
menerbitkan sertifikat. Peran Notaris/PPAT terkait dengan pendaftaran tanah pertama



kali secara sporadik, sangatlah penting terutama ketika terjadi perbuatan hukum yang
berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya.
Disini Notaris/PPAT berperan membuat akta tanah, misalnya: akta jual beli tanah. Akta
jual beli inilah yang menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh
pemohon dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
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ABSTRACT

In this research, observations have been made regarding the implementation of land
registration for the first time in a sporadic manner on land that has not been certified as
a research source at the Malang Regency Land Office.

The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of sporadic land
registration for the first time on uncertified land at the Malang Regency Land Office,
and to determine and analyze the role of the Notary or Land Deed Making Official in
the sporadic first-time land registration.

The research method used is descriptive research, using a sociological juridical
approach. The research location is in the Malang District Land Office, while the types
of data are primary data and secondary data. The data collection technique is done by
interview or interview and literature study. The data analysis was carried out in a
descriptive qualitative manner.

Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of
sporadic land registration is an activity of registering land for the first time regarding
one or several objects of land registration in an area or part of a village / kelurahan area
individually or in bulk. In sporadic land registration activities, land registration
applicants both individually (individually) and in bulk (collectively) prepare the
required documents, come to the local Regency / City Land Office to submit an
application to have their land registered (certified) and win all fees charged to the
applicant. The local Regency / City Land Office actively examines the documents
submitted by the applicant, takes measurements of the land being requested for
registration, conducts juridical data research and determines land boundaries, announces
physical and juridical data at the Regency / City Land Office office and the local Village
/ Kelurahan Head Office, validate the results of the announcement of physical data and
juridical data, and then issue a certificate. The role of the Notary / PPAT in relation to
the first sporadic land registration, is very important, especially when there are legal
actions related to the transfer of land rights, such as buying and selling, grants,
inheritance and so on. Here the notary / PPAT has the role of making land deeds, for
example: deeds of sale and purchase of land. The sale and purchase deed is one of the
important documents that the government must complete in sporadic land registration.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya akhirnya dapat ditarik kesimupulan
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau
massal. Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran
tanah baik yang bersifat individual (perseorangan) maupun massal (kolektif)
menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar
(disertifikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada
pemohon. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat secara aktif meneliti
dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, melakukan pengukuran atas
tanah yang dimohon untuk didaftar, melakukan penelitian data yuridis dan
penetapan batas-batas tanah, mengumumkan data fisik dan yuridis di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan
setempat, mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis, dan
kemudian menerbitkan sertifikat.

2. Peran Notaris/PPAT terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali secara

sporadik, sangatlah penting terutama ketika terjadi perbuatan hukum yang
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berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, waris dan
sebagainya. Disini Notaris/PPAT berperan membuat akta tanah, misalnya: akta
jual beli tanah. Akta jual beli inilah yang menjadi salah satu dokumen penting

yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Terkait dengan pendaftaran tanah secara sporadik, maka dihimbau kepada
masyarakat agar dalam melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli tanah yang
mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah, hendaknya masyarakat
melakukannya dihadapan Notaris/PPAT. Hal ini menjadi penting karena akta
tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh pemo-
hon dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

2. Dihimbau kepada warga masyarakat hendaknya melaksanakan perintah undang-
undang dengan mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan tertib administrasi

pertanahan.
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